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Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris 
terkait pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue 
dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian secara simultan 
menunjukkan variabel-variabel independen, leverage, ukuran legislatif, 
intergovernmental revenue,  dan pendapatan pajak daerah, secara ber-
sama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah berdasarkan rasio efisiensi. Sedangkan secara parsial, variabel 
leverage, ukuran legislatif dan intergovernmental revenue tidak berpen-
garuh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio 
efisiensi kinerja. Sedangkan variabel pendapatan pajak daerah berpen-
garuh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan 
rasio efisiensi kinerja. 
Abstract

The purpose of this study are to get empirical evidence influence of 
leverage, legislative size, intergovernmental revenue and tax revenue 
toward local government’s  financial performance.The result in this 
research showed simultaneously testing indicated independent variables, 
leverage, legislative, intergovernmental revenue, and regional tax  
revenue, jointly had an influence on regional financial performance 
based on the performance efficiency. Partially, leverage variable, 
legislative and intergovernmental revenue had no influence on regional 
financial performance based on the performance efficiency ratio. While 
variable of regional tax revenue had a negative influence on regional 
financial performance based on the performance efficiency ratio.
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H
3
 : Ukuran legislatif  berpengaruh secara nega	

        tif  terhadap kinerja keuangan pemerintah 	
        daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi 	
        kinerja.
H

4
 : Intergovernmental revenue berpengaruh 	

        secara negatif  terhadap kinerja keuangan 	
        pemerintah daerah di Jawa berdasarkan 	
        rasio efisiensi kinerja.
H

5
 : Pendapatan pajak daerah berpengaruh secara 	

        negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah 	
        daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi 	
         kinerja.

Metode

Jenis data yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah data sekunder. Data sekunder  
penelitian ini adalah data dari keuangan dan 
non keuangan. Data keuangan yang digunakan 
dalam  penelitian ini diambil dari laporan keu-
angan daerah berupa neraca dan realisasi APBD. 
Sedangkan data  non  keuangan,  berupa  ukuran  
legislatif  didapat dari data anggota DPRD per 
Kabupaten/Kota melalui website resmi. Popula-
si dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di 
Pulau Jawa. Total populasi adalah 118 kabupa-
ten/kota di bawah 6 provinsi. Sedangkan sampel 
yang terpilih adalah sebanyak 31 Kabupaten/
Kota.

Definisi Variabel Penelitian
Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
leverage, intergovernmental revenue, ukuran anggota 
legislative dan pendapatan pajak daerah.

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah
Pengukuran kinerja pemerintah daerah da-

pat diukur dengan menilai efisiensi atas pelaya-
nan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 
2010). Dalam variabel ini, peneliti menggunakan 
rasio efisiensi untuk menghitung kinerja keu-
angan pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio 
efisiensi maka semakin buruk kinerja. Sedang-
kan semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan 
kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan 
pemerintah daerah diukur dengan rumus:

   	
2.Leverage

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 
debt to equity dalam mengukur leverage. Semakin 
tinggi nilai leverage maka semakin buruk kinerja. 
Sedangkan semakin rendah leverage maka sema-
kin baik kinerja.

 			 

3. Ukuran Legislatif
Pengawasan atas jalannya pemerintahan 

dilakukan oleh DPRD. Penelitian yang dilaku-
kan oleh Afiah (2008) menggunakan jumlah ang-
gota legislatif  untuk menilai pengaruh terhadap 
sistem informasi akuntansi pemerintah daerah. 
Beranjak dari penelitian terdahulu yang dilaku-
kan Afiah (2008), maka peneliti menggunakan 
jumlah anggota DPRD dalam mengukur ukuran 
legislatif.

4. Intergovernmental Revenue
Intergovernmental revenue biasa dikenal den-

gan dana perimbangan (Sumarjo, 2010). Dalam 
penelitian ini intergovernmental revanue dihitung 
dengan perbandingan antara total dana perim-
bangan dengan total pendapatan.

5. Pendapatan pajak daerah
Pendapatan dari pajak daerah digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan dan untuk di-
berikan lagi kepada masyarakat. Pendapatan pa-
jak daerah dalam penelitian ini diukur dari lapo-
ran Realisasi APBD masing-masing pemerintah 
daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Florida (2008), menunjukkan bahwa penda-
patan pajak daerah mempengaruhi kinerja keu-
angan pemerintah daerah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

Tabel hasil pengujian normalitas uji 
Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 
IBM SPSS Statistics 19 dapat dilihat pada 
Tabel . Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui 
bahwa variabel dependen (Y) mempunyai 
nilai signifikan 0,514 > 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan residual berdistribusi normal.

Hasil Uji-F
Hasil Uji-F pada Tabel 2 untuk menguji 

pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovern-
mental revenue dan pendapatan pajak daerah ter-
hadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebe-
sar 3,244 dengan nilai signifikansi 0,028. Tingkat 
signifikansi  pada Tabel 2 adalah sebesar 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa diterimanya H

1 

atau  leverage, ukuran legislatif,  intergovernmental 
revenue dan pendapatan pajak daerah berpenga-
ruh secara simultan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah.

Pendahuluan

Memasuki era reformasi, masyarakat di se-
bagian besar wilayah Indonesia, baik di provinsi, 
kota maupun kabupaten mulai membahas lapo-
ran pertanggungjawaban kepala daerah masing-
masing dengan lebih seksama (Sardjito, 2000).  
Masyarakat terus berkembang dengan segenap 
tuntutannya demikian juga pemerintah daerah. 
Hal ini berimplikasi pada kompleksitas layanan 
jasa yang harus disediakan oleh pemerintah da-
erah. Kompleksitas layanan yang semakin tinggi 
membawa pada suatu implikasi lanjutan terha-
dap tuntutan peningkatan kinerja dan akuntabili-
tas kinerja pemerintah daerah. Hubungan antara 
masyarakat dengan pemerintah dapat diartikan 
seperti hubungan antara stakeholder dan manajer. 
Dimana pihak stakeholder memberikan wewe-
nang kepada manajer untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang baik.  Berkaitan dengan hal 
tersebut, maka pemerintah harus pandai dalam 
menyelenggarakan pemerintahannya sehingga 
tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta 
adanya evaluasi berkala atas capaian pemerintah 
daerah dalam kurun waktu tertentu (Sumarjo, 
2010).  

Mengingat adanya tuntutan dari masyara-
kat atas laporan pertanggungjawaban yang trans-
paran, laporan keuangan pada lembaga pemerin-
tahan daerah dianggap masih memiliki banyak 
keterbatasan penyajian yang sifat dan cakupan-
nya berbeda dengan penyajian laporan keuangan 
oleh lembaga perusahaan yang bersifat komer-
sial. Keraguan masyarakat ini dapat diatasi den-
gan adanya pengukuran kinerja. Kinerja disebut 
juga sebagai performance yang artinya adalah pen-
capaian suatu target (keberhasilan) dari sesuatu 
yang direncanakan dalam organisasi (Sumarjo, 
2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa ki-
nerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia 
masih rendah jika dilihat dari sisi rasio efektivi-
tasnya. Sedangkan dalam penelitiannya, Sumar-
jo (2010) mengatakan bahwa kinerja keuangan 
pemerintah daerah di Indonesia masih kurang 
efisien jika dilihat dari sisi rasio efisiensinya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang di-
berikan tugas menjalankan pemerintahan, pem-
bangunan dan pelayanan masyarakat wajib me-
laporkan pertanggungjawaban keuangan daerah 
sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. 
Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah 
(Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja 
keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, 
keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tuju-
an untuk memaksimalkan keuntungan atau laba 

(profits atau net income), meskipun ada sebutan 
surplus atau defisit untuk selisih antara penda-
patan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan 
selisih antara pendapatan dan belanja, baik di 
anggaran (APBD) maupun dalam laporan rea-
lisasi anggaran (LRA). Jika anggaran/realisasi 
pendapatan lebih besar daripada anggaran/rea-
lisasi belanja, maka terjadi surplus, kalau seba-
liknya maka terjadi defisit. Terdapat pemerintah 
daerah yang mengalami surplus dalam anggaran 
ataupun realisasi anggarannya, namun lebih ba-
nyak pemerintah daerah yang mengalami defisit. 
Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah 
daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding 
yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kun-
ci utama baik buruknya kinerja keuangan peme-
rintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah da-
erah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama 
antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, 
pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan 
kondisi makro ekonomi suatu daerah.

 Perhatian yang besar terhadap pengukuran 
kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran 
kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefekti-
fan, penghematan dan produktifitas pada organi-
sasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran 
kinerja akan memberikan umpan balik sehingga 
terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan un-
tuk mencapai tujuan di masa mendatang. Berdas-
arkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengukuran kinerja keuangan daerah adalah se-
suatu yang penting untuk dilakukan. Pengukuran 
kinerja sangat penting untuk menilai akuntanbili-
tas organisasi dan manajer dalam pelayanan pub-
lik yang lebih baik. Bukan sekedar kemampuan 
menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah 
dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan 
menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah 
dibelanjakan secara efisien dan efektif. Dengan 
adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terha-
dap data yang berkaitan dengan kinerja, peme-
rintah dapat segera menentukan berbagai cara 
untuk mempertahankan atau meningkatkan efi-
siensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekali-
gus memberikan suatu informasi obyektif  kepada 
publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh 
(Sardjito, 2000).

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, 
maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :
H

1
 : Leverage, ukuran legislatif, dan intergov	

       ernmental revenue berpengaruh secara       	
        simultan terhadap kinerja keuangan pemer   	
        intah daerah di Jawa.
H

2
 : Leverage berpengaruh secara positif  ter  	

        hadap kinerja keuangan pemerintah daerah  	
       di Jawa berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
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pada variabel pendapatan pajak daerah berni-
lai positif, atau berkebalikan dengan hipotesis. 
Namun nilai signifikan untuk variabel pendapa-
tan pajak daerah menunjukkan angka dibawah 
tingkat signifikan 0,05, sehingga dapat disim-
pulkan adanya pengaruh positif  signifikan pen-
dapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi 
kinerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dila-
kukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut:Leverage, ukuran legislatif, intergovernmen-
tal revenue dan pendapatan pajak daerah berpen-
garuh secara simultan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa.Le-
verage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuan-
gan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa. 
Hal ini dikarenakan kabupaten/kota di Jawa me-
miliki dana internal yang kuat untuk memenu-
hi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung 
pada pinjaman atau hutang dari pihak eksternal.
Ukuran legislatif  tidak berpengaruh terhadap ki-
nerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/

kota di Jawa. Hal ini dikarenakan bukan kuan-
titas atau besarnya jumlah anggota legislatif  
yang menjamin meningkatnya kinerja keuan-
gan, namun yang terpenting adalah kualitas dari 
pengawasan pihak legislatif  itu sendiri terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Intergovern-
mental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di 
Jawa. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Ka-
bupaten/kota belum dapat menggunakan dana 
dari pemerintah pusat dengan baik. Terlihat dari 
besarnya jumlah belanja pegawai tidak sebanding 
dengan belanja pelayanan publik yang dilakukan 

pemerintah daerah Kabupaten/kota. Pendapa-
tan pajak daerah tidak berpengaruh se-
cara negatif  terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah di Jawa berdasarkan 
rasio efisiensi kinerja. Namun, berdas-
arkan perhitungan statistik, pendapatan 
pajak daerah menunjukkan pengaruh 
positif  signifikan terhadap kinerja keu-
angan pemerintah daerah berdasarkan 
rasio efisiensi. Tuntutan dari masyarakat 
akan akuntabilitas penggunaan pajak da-

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Hasil koefisien determinasi Adjusted R 

Square (Adj R2) diperoleh dari nilai sebesar 0,230 
atau kemampuan leverage, ukuran legislatif, in-
tergovernmental revenue, dan pendapatan pajak 
daerah untuk menjelaskan kinerja keuangan pe-
merintah daerah sebesar 23%. Sedangkan kinerja 
keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan 
oleh variabel lain sebesar 77%.

Hasil Uji Statistik t
Uji-t digunakan utuk mengetahui penga-

ruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 
Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh secara 
satu-persatu atau secara parsial. Hasil pengujian 
parsial dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil uji-t untuk H
2 
diperoleh angka 0,108 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,915. Nilai sig-
nifikan untuk variabel leverage menunjukkan ang-
ka diatas tingkat signifikan 0,05 yang menyim-
pulkan bahwa ditolaknya H

2 
atau tidak adanya 

pengaruh positif  leverage terhadap kinerja keuan-

gan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisien-
si kinerja.

Hasil uji-t untuk H
3 
diperoleh angka -1,108 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,278. Nilai 
signifikan untuk variabel legislatif  menunjuk-
kan angka diatas tingkat signifikan 0,05 yang 
menyimpulkan bahwa ditolaknya H

3 
atau tidak 

adanya pengaruh negative ukuran legislatif  ter-
hadap kinerja keuangan pemerintah daerah ber-
dasarkan rasio efisiensi kinerja.

Hasil uji-t untuk H
4 
diperoleh angka 2,016 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,054. Nilai sig-
nifikan untuk variabel intergovernmental revenue 
menunjukkan angka diatas tingkat signifikan 
0,05 yang menyimpulkan bahwa ditolaknya H

4 

atau tidak adanya pengaruh negatif  intergovern-
mental revenue terhadap kinerja keuangan peme-
rintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Hasil uji-t untuk H
5 
diperoleh angka 2,883 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini 
menyimpulkan bahwa ditolaknya H

5
, dikare-

nakan pada perhitungan statistik, nilai F hitung 

Tabel 3 Koefisien determinasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Durbin-Wat-
son

1 ,577a ,333 ,230 ,05075488 1,613
a. Predictors: (Constant), Tax, Leverage, Legislatif, Intergovern
b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: data yang diolah, 2012

Tabel 4 Uji Statistik t
Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) ,654 ,209 3,136 ,004
Leverage ,192 1,783 ,018 ,108 ,915
Legislatif -,002 ,001 -,199 -1,108 ,278
Intergovern ,503 ,249 ,582 2,016 ,054
Tax 5,792E-13 ,000 ,839 2,883 ,008

a. Dependent Variable: Kinerja
Sumber : Data yang diolah, 2012

Tabel 2 .Uji  statistik F

ANOVAb

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression ,033 4 ,008 3,244 ,028a

Residual ,067 26 ,003
Total ,100 30

a. Predictors: (Constant), Tax, Leverage, Legislatif, Intergovern
b. Dependent Variable: Kinerja
Sumber : Data yang diolah, 2012

Tabel 1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 
Residual

N 31

Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std. Deviation ,04725022

Most Extreme Differences
Absolute ,147
Positive ,105
Negative -,147

Kolmogorov-Smirnov Z ,819
Asymp. Sig. (2-tailed) ,514
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: data sekunder yang diolah, 2012
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erah menjadi acuan untuk memperbaiki 
kinerja keuangan pemerintah daerah.
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